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4. LAPORAN PENELITIAN
A. RINGKASAN/ABSTRAK

Latar belakang untuk mengetahui penegakan hukum terhadap oknum Polisi

yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dalam menjalankan tugas di

wilayah hukum Polres Salatiga, hambatan dalam penegakan hukum terhadap

oknum Polisi yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dalam menjalankan

tugas, solusi mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap oknum Polisi

yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dalam menjalankan tugas.Hasil

Penelitian yaitu Dasar Hukum Kode Etik Profesi Kepolisian yaitu Undang-Undang
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No 2 tahun 2002, Pasal 13 ayat (1). Pengaturan ideal atas penyelesaian
pelanggaran Kode Etik yang dilakukan anggota Polri di wilayah hukum Polres
Salatiga yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003
dan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010. Proses dari penanganan Polisi
yang melanggar kode etik profesi Kepolisian dalam melakukan pelanggaran tindak
pidana adalah Pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan aturan yang mengatur tentang
POLRI secara khusus.Hambatannya yaitu karena faktor perundang-undangan
(substansi hukum), faktor penegak hukum, faktor prasana atau fasilitas dan faktor
kesadaran hukum.Langkah-langkah pelaksanaan pengembangan Sumber Daya
Manusia (SDM) di lingkungan Polres Salatiga melalui Pengembangan Sumber
Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan,Pengembangan Sumber
Daya Manusia (SDM) melalui penugasan, melalui mutasi dan promosi, melalui
pengembangan karier, Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui

pengawasan dan pengendalian

. KATA KUNCI

Penegakan hukum, Oknum Polisi, Pelanggaran kode etik

C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN

Penegakan hukum terhadap oknum Polisi yang melakukan pelanggaran terhadap

kode etik dalam menjalankan tugas di wilayah hukum Polres Salatiga

1.

Lembaga penegak kode etik profesi Kepolisian



Tugas dan tanggungjawab yang dibebankan dipundak Polri serta
kewenangan yang begitu luas dan besar, maka banyak oknum-oknum anggota
Polri yang dengan sengaja maupun tidak disengaja telah menyalahgunakan
kewenangan tersebut sehingga dibentuklah KOMPOLNAS ( Komisi
Kepolisian Nasional ) yang secara langsung mengawasi institusi Polri. Namun
itu semua dirasa oleh Polri belum cukup, sehingga untuk mengawasi
pelaksanaan tugas anggota Polri dalam memelihara Kamtibmas, Penegakkan
hukum dan melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat maka
dibentuklah sebuah divisi internal yang bertugas langsung mengawasi yaitu
PROPAM Polri yang terdiri dari Provos Polri, Profesi Polri dan Paminal Polri.
Tugas dan tanggungjawab Propam Polri berlandaskan pada peraturan
perundang-undangan yang telah ada yaitu :

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003 tentang
pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 2003 tentang
peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2003 tentang
pelaksanaan tehnis institusional peradilan umum bagi anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

d. Keputusan Kapolri No.Pol.: KEP/42/1X/2004 tentang atasan yang berhak
menjatuhkan hukuman disiplin dilingkungan Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

e. Keputusan Kapolri No.Pol.: KEP/43/1X/2004 tentang tata cara
penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia.



f. Keputusan Kapolri No.Pol.: KEP/44/1X/2004 tentang tata carasidang disilpin
bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

g. Peraturan Kapolri No.Pol.: 7 tahun 2006 tentang Kode etik profesi
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

h. Peraturan Kapolri No.Pol.: 8 tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja
komisi kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebelum dibentuknya PROPAM POLRI, Provos Polri bekerja sendiri
dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap anggota Polri yang
bermasalah sehingga pengawasannya dinilai sangat kurang walaupun saat
masih bergabung dengan ABRI ada yang membantu mengawasi Yaitu
PAMSAN ( pengamanan dan Sandi ) dibawah Intelpam (sekarang berganti
Intelkam) namun program dan pengawasan tidak bisa maksimal dikarenakan
perbedaan tugas pokoknya. Setelah dibentuknya Propam Polri, tingkat
pelanggaran anggota Polri baik pelanggaran biasa, pelanggaran kode etik dan
tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota Polri dapat dikurangi karena
pengawasan dilaksanakan secara berjenjang dan melekat pada tiap-tiap
kesatuan mulai dari Mabes Polri sampai dengan Polsek. Tugas Propam Polri
dalam memperbaiki citra Polri di masyarakat seringkali mendapat hambatan
baik dari luar maupun dari dalam tubuh Polri sendiri. Masih ditemukannya
oknum anggota Polri yang menjadi backing tempat hiburan atau backing illegal
loging adalah sebagai bukti masih banyaknya oknum anggota Polri yang belum
bisa menempatkan diri sebagai abdi negara penegak hukum. Sesuai visi
Propam Polri terwujudnya Pengamanan Internal, penegakan tata tertib, disiplin
dan  tegaknya hukum  serta  terbinanya dan  terselenggaranya

pertanggungjawaban Profesi sehingga terminimalisasinya penyimpangan



perilaku anggota / PNS Polri serta misi Polri ke depan dalam pelaksanaan tugas

pokoknya, baik dibidang pembangunan kekuatan, pembinaan kekuatan maupun

kegiatan operasional yaitu:

a. Menyelenggarakan fungsi pelayanan terhadap pengaduan/laporan
masyarakat tentang sikap perilaku dan penyimpangan anggota/PNS Polri.

b. Menyelenggarakan dan Pengamanan Internal, meliputi Pengamanan Personil
Materil, Kegiatan dan Bahan Keterangan di lingkungan Polri termasuk
penyelidikan terhadap kasus dugaan pelanggaran dan penyimpangan dalam
pelaksanaan tugas Polri.

c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
akan kinerja dan profesionalisme.

d. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan
menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia dengan
menyelesaikan perkara dan penanganan personil Polri yang bermasalah
supaya mendapat kepastian hukum dan rasa keadilan.

e. Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam ( Internal Divpropam Polri )
sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi Divpropam Polri kedepan.

f. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan personil guna peningkatan

pelaksanaan tugas.

2. Penegakan hukum terhadap oknum polisi yang melakukan pelanggaran
terhadap kode etik dalam menjalankan tugas di wilayah hukum Polres

Salatiga



Kode Etik Profesi Kepolisian, yang merupakan bagian penting dalam
penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian khususnya di wilayah hukum Polres
Salatiga bahwa:

“Anggota Polri yang melakukan yang melakukan tindakan pelanggaran Kode
Etik Profesi Polri akan diperiksa, diaudit, diinvestigasi, setelah itu akan dilakukan
pemberkasan perkara, untuk mendokumentasikan perkara secara tertulis, setelah
pemberkasan perkara selesai, maka akan ditentukan waktu untuk melaksanakan
sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, dalam sidang ini lah akan diputuskan sanksi
yang diterima oleh pelanggar. Jika terdapat keberatan, atau merasa bahwa
pelanggaran tersebut adalah untuk kebenaran, maka anggota Polri yang melanggar
tersebut dapat melakukan banding, seperti sidang-sidang hokum pada
umumnya.”Dapat diketahui bahwa secara berurutan mekanisme penyelesaian
pelanggaraanKode Etik Profesi Kepolisian yang dilakukan di wilayah hukum
Polres Semarang adalah dengan pemeriksaan anggota Polri yang diduga atau
dilaporka melakukan tindakan Kode Etik Profesi Kepolisian, selanjudnya akan
dilakukan audit infestigasi untuk menganalisis duduk perkara, pemberkasan atau
pendokumentasian dan pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri untuk
memutuskan perkara, jika keberatan pelanggar juga dapat melakukan banding.

Dalam Peraturan Profesi Kepolisian Negara Republikk Indonesia Nomor 14
tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian juga menerangkan hal yang sama
tentang penyelesaian perkara pelanggaran kode etik, pada Pasal 1 ayat (6) sampai
dengan ayat (17)

Komisi Kode Etik Polri atau lebih dikenal dengan singkatan KKEP (Kode
Etik Profesi Kepolisian) adalah sebuah wadah atau lembaga yang dibentuk dalam

lingkungan Polri yang mempunyai tugas memeriksa dan memutuskan perkara



persidangan pelanggaran KEPP (Kode Etik Profesi Kepolisian). Ketentuan
persidangan yang diselenggarakan oleh KKEP (Kode Etik Profesi Kepolisian) ini
disesuaikan dengan jenjang dan pangkat yang diemban oleh setiap anggota Polri
yang menjadi terduga dalam kasus pelanggaran kode etik profesi kepolisian.

Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban
dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16
dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar. Terduga Pelanggar yaitu melakukan
pelanggaran terhadap kewajiban atau larangan dinyatakan sebagai Pelanggar
setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang KKEP
(Kode Etik Profesi Kepolisian).

Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar dan telah dilakukan
pemeriksaan, dikenakan sanksi pelanggaran KEPP (Kode Etik Profesi Kepolisian)
berupa:

b. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;

c. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan Sidang
KKEP (Kode Etik Profesi Kepolisian) dan/atau secara tertulis kepada pimpinan
kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;

d. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian,
kejiwaan, keagamanaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu)
minggu dan paling lama 1(satu) bulan;

e. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-
kurangnya 1 (satu) tahun;

f. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya

1 (satu) tahun;



g. Dipindah tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-
kurangnya 1 (satu) tahu; dan/atau

h. PTDH (Pemberhentian tidak dengan hormat) sebagai anggota Polri.

Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud yaitu dipindah tugaskan ke
jabatan yang berbeda, di pindah tugaskan ke fungsi yang berbeda,
dipindahtugaskan ke wilayah yang berbeda, dan PTDH (pemberian tidak dengan
hormat) merupakan sanksi administrasi berupa rekomendasi.

Pemberhentian tidak dengan hormat disebabkan oleh hal-hal sebagai
berikut:

1. Dipidana penjara berdasarkan putusan peradilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang
tidak dapat dipertahankan untuk berada dalam dinas Polri;

2. Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada
saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri;

3. Melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah
Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang
Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia;

4. Melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP
(Kode Etik Profesi Kepolisian).

5. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh)
hari kerja secara berturut-turut;

6. Melakukan perbuatan dn berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian,
antara lain berupa:

a. Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan

berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap
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sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan diluar batas, sewenang-
wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau peseorangan menderita
ketugian;

b. Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang
dilakukan di dalan atau di luar dinas; dan

c. Kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang
melanggar disiplin.

7. Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau
tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai tindak pidana yang
dilakukannya;

8. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai yang diketahui kemudian telah
menduduki  jabatan atau anggota partai  politik dan  setelah
diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankkan statusnya itu; dan

9. Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari (3) kali dan dianggap tidak patut lagi

dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri,

PENUTUP
A. Simpulan
1. Penegakan hukum terhadap kode etik di wilayah hukum Polres Salatiga
berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Menurut Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kode
Etika Profesi, Pasal 13 ayat (1) menyatakan: “Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas
Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/ janji

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/ janji jabatan,
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dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengaturan
ideal atas penyelesaian pelanggaran Kode Etik yang dilakukan anggota Polri
di wilayah hukum Polda Jawa Tengah yaitu berdasarkan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian  Negara  Republik
Indonesia, Peraturan  Pemerintah  Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin  Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor
52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian
Negara Republik Indonesia. Proses dari penanganan Polisi yang melanggar
kode etik profesi Kepolisian dalam melakukan pelanggaran tindak pidana
adalah Pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dengan mengingat, memperhatikan
dan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang mengatur secara khusus
bagi tersangka anggota POLRI (Polisi Republik Indonesia) sebagaimana
diuraikan di atas.

Dalam penegakan hukum atau penegakan etika profesi Kepolisian di wilayah
hukum Polres Salatiga tidak terlepas dari faktor-faktor yang menghambat
sebagai berikut:Faktor penegak hukum dan Faktor Prasana atau Fasilitas

. Solusi dalam mengatasi hambatan yang ada dengan pelaksanaan
pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Polres Salatiga
melalui : Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan
dan pelatihan,Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui
penugasan,Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui mutasi dan

promosi,Pengembangan  Sumber Daya Manusia (SDM)  melalui
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pengembangan karier,Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui

pengawasan dan pengendalian.

B. Saran

1. Bagi pihak Kepolisian, agar suatu peraturan Kode Etik Profesi POLRI (Polisi
Republik Indonesia) dapat diterapkan dengan baik, maka sebaiknya POLRI
(Polisi Republik Indonesia) lebih meningkatkan pengawasan kinerja terhadap
para anggotanya dengan cara, seperti melakukan pembinaan sesuai dengan
profesi, menekankan nilai moral dalam diri setiap individu supaya berperilaku
sesuai dengan kode etik profesi yang melekat pada diri setiap anggota POLRI
(Polisi Republik Indonesia) serta mengamalkan dasar dari kepolisian agar
tidak terjadi pelanggaran kode etik profesi lagi.

2. Bagi Masyarakat Diharapkan masyarakat lebih dapat memahami bagaimana
mekanisme penanganan anggota Polri yang melakukan pelanggaran tindak
pidana maupun disiplin kerja, sehingga masyarakat mengetahui bahwa aparat
penegak hukum dapat ditindak secara tegas dan jauh lebih berat hukumannya

dari masyarakat umum apabila melakukan suatu pelanggaran.

D. STATUS LUARAN
Sudah diterbitkan (Published) di Jurnal “De Jure” Uinversitas Muhammadiyah
Cirebon, Jurnal Nasional Berindeks 5 (Sinta 5). Link sebagai berikut: https://e-
journal.umc.ac.id/index.php/JDJ/issue/view/344

D. PERAN MITRA

Tidak ada
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E. RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA

Tahun depan akan di lakukan penelitan lagi dengan tema hukum dan akan
mengkaji hukum yang ada di Indonesia.

F. JADWAL PENELITIAN

No | Jadwal Kegiatan Tahun 2023
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul

1 | Penyusunan Poposal -

2 Pengumpulan Proposal

3 Pelksanaan Kegiatan
Penelitian

4 Pelaksanaan Publikasi

5 Penyusunan laporan
kegiatan penelitian
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